
EUP'ATI HALMAIIERA BARAT
PROPI$SI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI FIALM AHERA BARAT

NO]\,IOR I r;\HUN 2023

TENTANG

PERUB;\i]AIV ATAS PERATURAN BL]PATI NOMOR I4 TA}ILJN 2022 TEN fAIt{i
PE NGHASI I-Ai.'\ TETAP, TUN J,AN GAN DAN PEIIERIIVIA,\N LAII.; YANG SAH

BAGI KEPALA DESA NAN PERANGI.{].DESA SERTA
TUNJANGAN ANGGOTA BAD;\N PERMUSYAWARAIAN DESA (BPD)
DALA]VI LINGKUP PEI\4ERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

DENGAN RAH]\4AT TLJHAN YANG MA}{A E,SA

BLTPA'T] I]ALMAHERA BARAT.

Menimbang: a. bahrva untuk melaksanakan ketentuan pasai g1 ayat (Zt
Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 20:.9 tent.ang perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun h}l4
tentang Peraturan Pelaksanaan Unrlang-undang Nomor 6 Tahun
2014 tentar:g Desa dan Pasal 82 ayat (3) Peraturan Iremerintah
Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas peraturan
Pemerintah Nomor 43 tah,n 2or4 tentang peraturan
pelaksanaan undang-und,ang Nomor 6 Tahun ,2a].4 te,tang
Desa, maka Perlu diatur dan menetapkan Penghasilan Tetap,
Tunjangan dan Penerimaan Lain yang sah Bagi Kepaia Desa rlan
Perangkat Desa serta Tuqjangan Anggota BpD;

b. bahrva berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pa6a
hun,f a, perlu menetapkan peraturan Bupati tenta*g
Perubahan atas Peraturan Bupati Halmahera Barat nomor 14
tahun 2a22 tentang penghasilan Tetap, Tunjangan dan
penerimaan Lain yang sah Bagi Kepala l)esa dan perangkat
Desa serta Tunjangan Ang5gota Bad,an permusyawaratan Desa

{BPD} Dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat .

Mengingat: 1. ljndang-undang Nomor 60 Tahun lgs8 tentang penetapan

undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1gs7 tentang
Pembentukan I)aerah-daerah Swatantra Tingkat iI dalarn
Wilavah l)aerah Srvatantra Tingkat I Maluku menjadi Un6ang-
unctang;

N



4.

5.

undang-undang Nomor 46 Tahun I9g9 Tentang pembentukan

Pnrpinsi Maluku utara, Kabupaten Buru clan Kabupaten
lv{airikii Tenggara Barai sebagaimana Tclah Diuba}i l}cngan
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;

Undang*undang Nomor I Tahun 2003 tentang pembentukar

KaLrupaten Halmahera utara, Kabupaten Halmahera selatan,
Kabiipalen liepulat:an siila, I(abupaieii llalmaiicra Tjmrrr..rian

Kota Tidore Kepulauan di propinsi Maiuku Utara;
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 t.entang Desa;

undang-undang Nomor 23 Tahun 2aru tentang pemerintahan

Daei'ah { Lembaran Negai'a Rr:pubrik Indonesia Taliiin z{il4
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587)

undang-undang Nomor 1 Tahun z{}'22 tentang l-Iubungan
Keiraiiqan Anfai-a Pi:mci-iniah pusat dan lrcmerintah Ilai,:rah;
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 200s tentang Dana
Perimbangan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor Gg rahun zeaz tentang
Pembagi*rn un;san pcniciintahan anta::a pciiici-iiitali.

Pemerintahan Daerah provinsi dan pemerintahan Daerah
Kabupaten / Kota;

q. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2a14 tentang peraturan

Pelaksanaan unriang-Lrriang Noi:nor6 Tahrin 2014 tcntang llesa
Junto Peraturan Pemerintah Nomor 4T ta]nun ,2a14 tentang
Pembahan Atas Nomor 43 Tahun 2a14 tentang peraturan

Peiaksanaan undang-undang Nomor 6 tahun zo14 tentang
T-\^^.,,l/{t-d-

10. p.r"t.r"r, pemerintah Nomor 60 tahun 201s tentang perubahan

atas Peraturan pernerintah Nomor 46 Tahun 20ls
Penyelenggaraan Program Jaminan Hari rua ( Lembaran Negara

iicpublik Iniioni'sja Tahi;n 20is l.lcnioi j?iT. Tami;ahan
I-ernbaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 5730);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun ,Zaw tentang
Perubahan Kedua Atas peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun
201+ it-niat:ig Peraturan pelaksanaan {Jnrlant-unrlang Ncm*i: 5

tahun 20L4 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun '2A$ Nomor 41)

72. Peraturan Pemerintah Nomor r'2 Tahun 2019 tentang
Pcngelolaai"i l(eua ngan Dacrah;

2.

a.).

6.



13. Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2019 tentang Perubahan

atas Ireraturan Pemedntah Nomor 44 tahun 2015 tentang

Penyelenggaran Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan

Jaminan Kematian ( Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2OI9 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara reputriik

Indonesia, Nomor 6a'27);

Feraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 'ZQ'2A

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82

Tahun '2018 tentang Jaminan Kesehatan ;

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor' 119 tahun 2A$ tentanpg

Pemotongan,Pen-vetoran dan Pembayaran luran .Jaminan

Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa ;

Peraturan Meteri Dalam Negeri nomor 120 tahr-rn 20lB tentang

Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80

Tahun 2015 tentang Fembent.ukan Produk }{ukum Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tent.ang

Pedoman Pengelolaan l(euangan Desa;

Peraturan Menteri Ifalam Negeri nomor 77 tahun 2Q2O tentang

Pedoman Teknis Pengeiolaan Keuangan Daerah

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 tahun '2A'2L

tentang Tata Cara Penyelenggaraan Jaminan Kecelakaan kerja,

Jaminan Kematjan dan Jaminan Hari Tua ;

Peraturan Daerah Katrupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun

2A16 tentang Pembentukan dan Su.sunan Perangkat Daerah

Kabupaten l{almahera Barat;

Peraturan Daerah Kahupaten Haimahera Barat Nomor 8 Tahun

'2OL6 tentang Perangkat Desa;

Peraturan Daerah Kabupaten I{almahera Barat Nomor t}5

Tahun 2022 tentang Anggaran Penclapatan dan Beianja Daerah

Kabupaten Halmahera Rarat Tahun Anggaran 2A23 (Lemtraran

Daerah Nomor 1) ;

Peraturan Bupati Halmahera Ilarat Nomor i0 Tahun 2A16

tentang Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Llalmahera

Barat;

Peraturan Bupati Flalmahera Barat. Nomor 1.A Tahun 2A21

tentang Pengel<iiaan Keuangan Desa;

Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 69 Tahun '2A'22

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran '2023 ( Berita l)aerah Kabupaten Halmahera

Barat Nomor2 );

14.

15.

16.

tt.
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19.

24.

21.
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25.
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MEMUTUSIIAN:

MCNCTAPKAN: PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR 14 TAHUN 2022 TENTANG PENGHASILAN TETAP,

TUNJANGANDANPENERIMAANLAINYANGSAHBAGI
KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA SERTA TUNJANGAN

ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) LINGKUP

PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT .

PASAL I

Beberapa ketentuan Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 14 tahun 2022

tentang Penghasilan Tetap, T\rnjangan Dan Penerimaan Lain Yang sah BaSi

Kepala Desa Dan Perangkat Desa Serta Tunjangan Anggota Badan

Permusyawaratan Desa {BPD) Linglrup Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat

diubah sebagai berikut :

. BAB II Bagian Ketiga mengenai besaran Penghasilan Kepala Desa dan

Perangkat dan Anggota BPD pada Pasal 5 dicabut/diubah sehingga secafa

keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Besaran penghasilan tetap (siltap) Kepala Desa dan Perangkat Desa

diberikan dengan besaran sebagai berikut:

a. Kepala Desa, sebesar Rp. 2.75O.OOO,0O (Dua juta tujuh ratus lima

puluh ribu ruPiah) Perbulan;

b. sekretaris Desa, sebesar Rp. 2.225.000,00 (dua juta dua ratus dua

puluh lima ribu ruPiah) Perbulan;

c. Perangkat Desa, dengan rincian sebagai berikut :

1. Kepala Urusan sebesar Rp. 2.025.000,00 ( dua juta dua puluh

lima ribu ruPiah) Perbulan.

2. Kepala Seksi sebesar Rp. 2.025.000,00 ( dua juta dua puluh

lima ribu rrrPiah) Perbulan'

3. Kepala Dusun / soa sebesar Rp. 2.025.000,00 ( dua juta dua

puluh lima ribu ruPiah) Perbulan'



PASAL II

Peraturan Brtpati ini mulai beriaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang

iiapat mengei.aiiuin--va, uierneriniaiikari perrgundangali Peraitrran Bupaii iiri
<lengan menempatkan dalam Berita Daerah Kabupaten Haimahera Barat.

Ditetapkan di Jailolo
Pada tanggal ry PbrtJ4ri zoas

Et?Trl A 'F7gurrrl EI A IEI AIF
Dnt\.fl.l.

JASIES U^AffG

Diunclangkan di Jailolo
pada tanggal lJ. FlortJari 2A23

SEKRETARIS DAERAH
iu-lBu PATE i.i FiAi,ilriAil E RA BARAT

M. SYAHf,IL ABD. RADJAK

BtrRITA DAERAH KABUPATBN HALMAHERA BARAT TAHUN 2A23 NOMOR 3
e-tir^^ ..^-,,^i .{-^,.^- ^^ri^,,^JOUllar l J\,OUOr ULrtxcfii 61()IUl-t ai..

Kabag. Hukum & Organisasi Setda Kab. Haimahera Barat

Ass. Bid. Pem dan kesra

Kabag.Hukum & Organisasi

t\'t;- 1a\-7a>t\1,)o ar\r\e r\4 ',r n^^lrll_r. talt)\)tz<r L\r\t\t tr--l L 1r1r.,


